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A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walt Kota.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemiiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

9. Surat Edaran Nomor 97 Tahun 2024 tentang ldentifikasi Potensi Kerawanan, Strategi
Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar
Pemilih, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan cleh Bawaslu
Kabupaten:

Pasal 10 huruf ¢ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang
berbunyi:

Bawasiu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan
pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;

2. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2024 cleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kola.

3. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU (Komisi Pemilihan Umum)
Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 13, yang berbunyi:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi::

a. Merencanakan program dan anggaran;

b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupali seria
Walikota dan Wakil Walikota;

c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupali serta Walikota dan Wakil Walikota dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
dalam wilayah kerjanya,
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f.  Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota sesuai dengan kelentuan peraluran perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakifan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

i. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

J.  Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupali serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

k. Menelapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi
hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan;

! Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan
suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwasiu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupali serta Walikota dan Wakil Walikota;

n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupali serta pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

0. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubemur dan kepada KPU melalui KPU
Provinsi;

p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwasiu Kabupaten/Kota atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan,

q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PFK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi
Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan
dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

L. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemifihan Bupati dan
Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupali serta pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan

v. Melaksanakan lugas dan wewenang lain yang dibernikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 14, yang berbunyi:

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemiiihan Walikota
dan Wakil Walikola wajib.

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupali dan Wakil Bupati
serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;

b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupali dan Wakil Bupatli serta pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
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c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan keteniuan
peraluran perundang-undangan,

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan
pemilihan Bupali dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuvai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan
Bupali dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri
melaiui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya
kepada Bawaslu Provinsi;

I. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketenluan peraturan perundang-undangan,

j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota
kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di
Kabupaten/Kota;

k. Melaksanakan Keputusan DKPP: dan

I.  Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar
Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten:

a) Pasal 4 ayat (1) huruf {b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan
Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota
serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil
bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah
kabupaten/kota yang mefiputi:

b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan

daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan
terhadap proses:

pengolahan DP4,;

pembentukan PPDP;

pencocokan dan penelitian data Pemilih;

penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkal desa/kelurahan, tlingkat
kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara
berjenjang sesuai dengan lingkatannya;

5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan
lingkatannya,

penelapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pernutakhiran menjadi DPS;
pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

perbatkan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai
dengan tingkatannya;

hatl Sl R
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9. penetapan DPT, dan
10. pencatatan DPPh dan DPT).

Pasal 4 ayat (1) huruf (c), yang berbunyi:

(1) Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan difaksanakan
oleh Pengawas Pemilihan meliputi:
¢. Panwas Kabupaten/Kota,

Pasal 5 ayat (3) huruf (a), yang berbunyi.

(2) Panwas Kabupaten/Kota melakukan:
a. Pengawasan lerhadap Proses:
1. Penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
2. Pembentukan PPDP;
3. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkal kecamatan dan
penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

5. Peraturan mengenai program dan jadwal rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat
Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota:

Halaman 4 pada lampiran || Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Jadwal awal, pada Hari Sabtu, 14 September 2024 dan jadwal akhir pada Han Sabtu, 21
September 2024.

6. Peraturan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT):

a) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Daftar Pemiiih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pemungutan suara Pemilihan.

b) Pasal 1 angka (28) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP yang telah
diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota.

7. Peraturan mengenai pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU
Kabupaten:

a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar
Pemiiih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasai-Pasal sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1), (2), yang berbunyi:

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model
ARekap Kabko.

(2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka
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Pasal 49 ayat (3), yang berbunyi:

(1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT per TPS dan
salinan DPT per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumiah 1 (satu)
rangkap.

{2) PPS mengumumkan salinan DPT per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau nama
lain sampai dengan Hari pemungutan suara;

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam

menyebariuaskan informasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui.
a. laman KPU; dan/atau
b. aplikasi berbasis teknologi informasi.

(3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
menampitkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan
memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi.

8. Peraturan mengenai saran perbaikan dan/atau rekomendasi perbaikan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) serta ketentuan pidana Pemutakhiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubermnur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024:

a) Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

{2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ferdapat
dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:

a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
b. pencatatan sebagai Teruan dugaan pelanggaran.

(3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus
dilaksanakan dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran
perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh
Pengawas Pemilihan.

(4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran
Pemilihan sebagai Temuan.

b) Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 177, yang berbunyi;

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tlidak benar
mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperiukan untuk
pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bufan dan paling
lama 72 (fujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan
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pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 177B, yang berbuny:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU
Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak
melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua
puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada
padanya saat pendaftaran pemilih menghalanghalangi seseorang untuk terdaftar
sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh
enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

c) Peraturan mengenai ketentuan pidana Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten yang
melanggar kewajiban:

Pasal 193A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(1) Ketua dan/alau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai
perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas
demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada pelaksanaan rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Takalar. Maka Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawasiu) Kabupaten Takalar mengimbau untuk:

1. Memastikan pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sesuai dan
dengan jadwal yang telah ditetapkan undang-undang, peraturan dan hukum.

2. Memastikan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan sesuai
dengan prinsip komprehensif, akurat, mutakhir, pelindungan data pribadi, efektif dan
efisien.

3. Menghadirkan peserta rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024, yang terdiri
atas:

a  Bawasiu Kabupaten Takalar;
b. Panitia Pengawas Kecamatan pada Pemilihan Se Kabupaten Takalar;
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¢. Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Takalar;

d. Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar.

4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka Daftar
Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024.

5. Memastikan menyusun rekapitulasi DPT ke dalam:

a) formulir Model A-Rekap Kabupaten Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi
perubahan Pemilih DPT tingkat Kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan
Pemilih); dan

b) formulir Model A-Rekap Kabko berdasarkan rekapitulasi Pemiih DPT tingkat
Kecamatan (Model A-Rekap PPK).

6. Memastikan menyusun berita acara rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Takalar
beserta catatan kejadian khusus.

7. Memastikan menandatangani dokumen hasil rapat plenc yang meliputi:

a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Takalar;

b) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten Takalar (Model A-
Rekap Kabko Perubahan Pemilih);

¢) formulir rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Takalar (Model A-Rekap Kabko); dan

d) formulir daftar perubahan Pemilih DPT tingkat Kabupaten Takalar (Model A-Daftar
Perubahan Pemilih).

8. Memastikan menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada KPU
Kabupaten Takalar, Bawaslu Kabupaten Takalar, perangkat pemerintah tingkat
Kabupaten Takalar, dan tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Takalar berupa:

a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Takalar dalam bentuk
salinan naskah asli;

b) formulir Model A-Rekap Kabupaten dalam bentuk salinan naskah asli; dan

c) formulir Mode A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digitai.

9 Menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih kepada
peserta rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan memperhatikan
ngan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai
pelindungan data pribadi.

10. Memastikan mendokumentasikan pelaksanaan Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten
Takalar.

11. Memastikan membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPT melalui:

a) laman KPU Kabupaten Takalar, dan/atau

b) aplikasi berbasis teknologi informasi.

12. Menindaklanjuti masukan, tanggapan, saran perbaikan dan/atau rekomendasi
perbaikan serta putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan
pelanggaran Pemilihan pada pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawasiu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.
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